PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

(Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 175 Tahun 2016, tanggal 13 September 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

1

i Menimbang :
i a.

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor
48 Tahun 2013 telah diatur mengenai Layanan
Informasi Publik;

bahwa dalam rangka optimalisasi, efektivitas dan

akuntabilitas layanan informasi publik, maka Per- |

aturan Gubernur setagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu disempurnakan.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Gubernur tentang Layanan In-
formasi Publik;

i Mengingat :

1.

9.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus l|bukota
Jakarta sebagai 'bukata Negara Kesatuan Repub-
lik Indonesia;

Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten:ang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah-beber-
apa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;

Peraturan - Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pub-
lik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 356 Tahun
2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Ke-
menterian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomer 1 Tahun
2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun

11.

12.

203 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa In-
formasi Publik;

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang

Grganisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Gubernur Nomor 234 Tahun 2014 ten- |
tang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunika- |

si, Informatika dan Kehumasan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAYANAN IN-
FORMASI PUBLIK.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 .
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud

dengan :

1.

2.

8.

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta,

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perang- '

"kat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemer-

intahan Daerah.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Unit Keria Perangkat Daerah yang selanjutnva
disingkat UKPD adalah adalah -unit kerja atau ba-
gian atau subardinat dari SKPD.

Komisi Informasi Provinsi yang selanjutnya dise-
but Komisi Informasi adalah Komisi Informasi
Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta.
Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagas-
an dan tanda-tanda yang mengandung nilai, mak-
na dan pesan, baik data, fakta maupun penjela-
sannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca

yang disajikan dalam berbagai kemasan dan for- |

mat sesuai dengan perkembangan teknologi in-
formasi dan komunikasi secara elektronik atau-
pun non-elektronik.

Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikeloia, dikirim dan/atau diterima oleh
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Ja- |

karta yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan pemerintahaan Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta serta Informasi lain yang

berkaitan dengan kepentingan publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
yvang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat
yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelay-
anan infarmasi.

Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan
atasan langsung PPID yang bersangkutan.
Petugas Informasi adalah tenaga ahli/pekerja kon-
trak yang minimal memiliki kompetensi pengeta-
huan mengenai peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan keterbukaan informasi publik
dan pelayanan publik serta dapat berkomunikasi
dengan baik dan menguasai teknologi informasi
sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas
pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
Daftar Informasi Publik adalah catatan yang beri-
si keterangan secara sistematis tentang seluruh
informasi publik yang berada di bawah pengua-
saan Pemerintah Daerah tidak termasuk informasi
yang dikecualikan.

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara
dan/atau badan hukum Indonesia yang mengaju-
kan permohonan informasi publik sebagaimana
yang diatur dalam undang-undang.

Akses Informasi adalah kemudahan yang diberi-
kan kepada seseorang atau masyarakat untuk
memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
Dokumen adalah data catatan dan/atau keteran-
gan yang dibuat dan/atau diterima oleh Pemer-
intah Daerah dalam rangka Delaksanaan keg-
iatannya baik tertulis di atas kertas atau sarana
lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun,
yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
Dokumentasi adalah data kegiatan pengumpulan,,
pengelolaan, Denyusunan dan pencatatan doku-
men data, gambar dan suara untuk bahan info
publik.

Pengelolaan Dokumen adalah proses pengumpu-
lan, penyusunan dan pencatatan dokumen data,
gambar dan penyajian dokumen secara siste-
matis.

Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan
dokumentasi secara sistematis berdasarkan tu-
gas pokok dn fungsi organisasi serta kategori In-
tformasi.

Uji Konsekuensi adalah pertimbangan dengan

20.

21.

seksama dan penuh ketelitian tentang dampak
atau akibat yang timbul apabila suatu Informasi
dibuka dan adanya kepentingan publik yang leb-
ih besar yang harus dilindungi dengan menutup
suatu informasi publik.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang
terjadi antara badan publik dan pengguna infor-
masi publik yang berkaitan dengan hak mem-
peroleh dan mengg-unakan Informasi berdasar-
kan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Monitoring dan Evaluasi adalah pelaksanaan
evaluasi oleh Komisi Informasi terkait pelayanan
informasi publik yang telah dilaksanakan oleh
SKPD/UKPD.

BAB Il
MAKSUD BAN TUJUAN
Pasal 2
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai

pedoman bagi SKPD/UKPD dalam melaksanakan pen-
gelolaan layanan Informasi publik.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

a.

menjamin tertib administrasi pengelolaan layanan
informasi publik;

optimalisasi peran PPID pada SKPD/UKPD; -dan
efektivitas dan penyeragaman pemberian layanan

- informasi publik agar menghasilkan layanan infor-

masi yang berkualitas.

BAB Il
RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup pelaksanaan pengelolaan lay-

anan informasi publik ini terdiri atas :

S 0 00T

{1)

jenis informasi publik;

PPID;

mekanisme layanan informasi publik;
pengelolaan keberatan;

personil dan kebutuhan peralatan kerja;
waktu pelayanan;

pelaporan, monitoring dan evaluasi; dan
keuangan dan biaya.

BAB IV
JENIS INFORMASI PUBLIK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal b
Jenis informasi publik sebagaimana dimaksud
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| 12)

| (3)

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

a. informasi yang wajib = disediakan
diumumkan;dan

b. informasi yang dikecualikan.

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan

dan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ter- |

diri atas :

a. informasi yang wajib disediakan dan diumum- |

kan secara berkala;
b. informasi yang wajib diumumkan secara serta
merta; dan
¢. informasi yang waijib tersedia setiap saat.
Informasi yang wajib disediakan dan diumum-
kan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a bersifat terbuka, mudah diakses dan dapat di-
peroleh pemohon informasi publik dengan cepat,
tepat waktu dan biaya ringan.

Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimak- |
[ (1)

sud pada ayat (1) huruf b merupakan informasi
vang tidak bisa diakses oleh pemohon infomasi
publik sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

Bagian Kedua

Informasi yang Waijib Disediakan dan Diumumkan

(1)

(2

Paragraf 1
Informasi yang Wajib Disediakan dan
Diumumkan Secara Berkala
Pasal 6

Setiap SKPD/UKPD mengumumkan inforrnasi - |

publik secara berkala.

Informasi publik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi :

a. informasi tentang profil Pemerintah Daerah
dar. profil SKPD/UKPD;

b. ringkasan informasi tentang program danl
atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam
lingkup SKPD/UKPD;

c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam
lingkup SKPD/UKPD;

d. ringkasan laporan keuangan;
ringkasan laporan akses infromasi publik;

. informasi tentang peraturan, keputusan dan/
atau kebijakan yang mengikat dan/atau ber-

dampak bagi publik yang dikeluarkan oleh

SKPD/UKFPD;

g. informasi tentang hak dan tata cara mem-
peroleh informasi publik serta tata cara pen-
gajuan keberatan serta proses penyelesaian
sengketa informasi publik berikut pihak-pihak
yang bertanggung jawab yang dapat dihubun-

(3)

(2)

gi;

h. informasi tentang tata cara pengaduan ‘pe-
nyalahgunaan wewenang atau pelanggaran

yang dilakukan baik oleh pejabat SKPD/UKPD
maupun pihak yang mendapatkan izin atau

perjanjian kerja dari SKPD/UKPD yang ber- |

sangkutan;

i. informasi tentang pengumuman pengadaan
barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan i

perundang-undangan; dan

j. informasi tentang prosedur peringatan dini

dan prosedur evakuasi keadaan darurat di se-
tiap kantor SKPD/UKPD.

Pengumuman infermasi publik secara berkala se- |
bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pal- .

ing sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
Informasi tentang profil Pemerintah Daerah dan

profil SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam |

Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi :
a. informasi tentang kedudukan atau domisili be-
serta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan,

maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Pemer-

intah Daerah;

b. struktur organisasi, gambaran umum setiap
SKPD/UKPD, profil singkat pejabat struktural;
dan

c. laporan harta kekayaan bagi pejabat negara
yang telah diperiksa, diverifikasi dan dikirim-

kan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke |

SKPD/UKPD untuk diumumkan.

Ringkasan informasi tentang program dan/atau 5

kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup

SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 ayat (2) huruf b, melbuti :
a. nama program dan kegiatan;
b. penanggung jawab, pelaksana program dan

kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat |

yang dapat dihubungi;

c. target dan/atau capaian program dan keg-
iatan;

d. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

e. anggaran program dan kegiatan yéng meliputi
sumber dan jumlah;

f. agenda penting terkait pelaksanaan tugas
SKPD/UKPD;

g. Informasi khusus lainnya yang berkaitan lang-
sung dengan hakhak masyarakat;

h. informasi tentang penerimaan calon pegawai |

dan/atau pejabat SKPD/UKPD; dan
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(3)

(4)

(5)

(6)

(1

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

i. informasi tentang penerimaan calon peserta

didik pada SKPD/UKPD yang menyelenggara-
kan kegiatan pendidikan untuk umum,

Ringkasan informasi tentang kinerja dalam ling-

kup SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (2) huruf ¢, berupa narasi tentang

realisasi kegiatan yang telah maupun sedang di-

jalankan beserta capaiannya.

Ringkasan laporan keuangan sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:

a. rencana dan laporan realisasi anggaran;

b. neraca;

¢. laporan arus kas dan catatan atas laporan
keuangan yang disusun sesuai dengan stan-
dar akuntansi yang berlaku; dan

d. daftar aset dan investasi.

Ringkasan laporan akses infromasi publik se-

agaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat {2) huruf

e, meliputi: i

a. jumlah permohonan informasi publik yang
diterima;

b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi se-

tiap permohonan informasi publik;

jumlah' permohonan informasi publik yang

dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan

permohonan informasi publik yang ditolak:
dan

d. alasan penolakan permohonan informasi pub-
lik. :

Informasi tentang peraturan, keputusan danjatau

kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak

bagi publik yang dikeluarkan oleh SKPD/UKPD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

huruf f, meliputi :

a. daftar rancangan dan tahap pembentukan
peraturan perundangundangan, keputusan
dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses
pembuatan; dan

b. daftar peraturan perundang-undangan, kepu-
tusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan
atau ditetapkan.

o

Paragraf 2
Informasi yang Wajib Diumumkan
Secara Serta Merta
Pasal 8
Setiap SKPD/UKPD yang memiliki kewenangan
atas suwatu informasi yang dapat mengancam
hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum
dan/atau SKPD/UKPD yang berwenang memberi-
kan izin dan/atau melakukan perjanjian keda den-

{2)

{3)

gan pihak lain yang kegiatannya berpotensi men-

gancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban

umum memberikan informasi secara serta merta.

Informasi yang dapat mengancam hajat hidup |

orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. informasi tentang bencana alam seperti keker- |
ingan, kebakaran hutan karena faktor alam,
hama penyakit' tanaman, epidemik, wabah,
kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau
bendabenda angkasa;

b. informasi tentang keadaan bencana non-alam
seperti kegagalan industri atau teknologi,
dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran
lingkungan dan kegiatan keantariksaan:

c. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, kon-
flik sosial antar kelompok atau antar komuni-
tas masyarakat dan teror;

d. informasi tentang jenis, persebaran dan dae-
rah yang menjadi sumber penyakit yang ber-

 potensi menular;

e. informasi tentang racun pada bahan makanan
yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau

f. informasi tentang rencana gangguan terhadap
utilitas publik.

Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud

pada ayat {1) memenuhi standar pengumuman

Informasi yaitu:

a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak

_ yang dapat ditimbulkan;

b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dam-
pak baik masyarakat umum maupun pegawai |
SKPD/UKPD yang menerima izin atau perjan-
jian kerja dari SKPD/UKPD tersebut;

c. prosedur dan tempat evakuasi apabila ke-
adaan darurat terjadi;

d. cara menghindari bahaya dan/atau dampak
yang ditimbulkan;

e. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang
berwenang;

f. pihak-pihak yang wajib mengumumkan . in-
formasi yang dapat mengancam hajat hidup
orang banyak dan ketertiban umum;

g. tata cara pengumuman informasi apabila ke-
adaan darurat terjadi; dan

h. upaya yang dilakukan oleh SKPD/UKPD dan/
atau pihak-pihak yang berwenang dalam
menangg-ulangi bahaya dan/atau dampak
yang ditimbulkan.

Paragraf 3



| (2)

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Pasal 9

{1} Setiap SKPD/UKPD menyediakan informasi publik

setiap saat.

Informasi publik setiap saat sebagaimana dimak-

sud pada ayat {1) meliputi :

a. daftar informasi pubtik;

b. peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan
SKPD/UKPD;

c. informasi yang wajib disediakan dan diumum-
kan secara berkala;

d. informasi tentang organisasi,
kepegawaian dan keuangan;

e. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga
berikut dokumen pendukungnya;

f. surat menyurat pimpinan atau pejabat SKPD/
UKPD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya;

g. syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/
atau dikeluarkan berikut dokumen pendukung-

administrasi,

]
i

nya dan laporan penaatan izin yang diberikan; |

h. data perbendaharaan atau inventaris;

i. rencana strategis dan rencana kerja SKPD / |

UKFPD;

j- agenda kerja Pimpinan Daerah dan di setiap |

SKPD/UKPD;

k. kegiatan pelayanan informasi publik yang di-
iaksanakan, sarana dan prasarané layanan
informasi publik yang dimiliki beserta kondis-
inya, sumber daya manusia yang rﬁenangani
layanan informasi publik beserta kualifikasin-
ya, anggaran layanan informasi publik serta
laporan penggunaanrrya;

l. jumlah, jenis dan gambaran umum pelangga-
ran yang ditemukan dalam pengawasan inter-
nal serta laporan penindakannya;

m. jumlah, jenis dan gambaran umum -pelang-
garan yang dilaporkan oleh masyarakat serta
faporan penindakannya;

n. daftar serta hasil penelitian yang dilakukan;

o. informasi publik lain yang telah dinya:akan
terbuka bagi masyarakat berdasarkan me-
kanisme keberatan dan/atau penyelesaian
sengketa; 3

p. informasi tentang standar pengumuman infor-
masi bagi SKPD/UKPD yang memberikan izin
dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan

pihak lain yang kegiatannya berpotensi men-’

gancam hajat hidup orang banyak dan ketert-
iban umum; dan
g. informasi dan kehijakan yang disampaikan pe-

(1)

(2)

(3)

jabat publik dalam pertemuan yang terbuka

untuk umum.

Pasal 10
Daftar infonnasi publik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2} huruf a, meliputi
a. nomor;
b. ringkasan isi Informasi;
c. pejabat atau SKPD/UKPD yang menguasai in-
formasi;
d. penanggung jawab pembuatan atau penerbi-
tan informasi;
€. waktu dan tempat pembuatan informasi;
f. bentuk informasi yang tersedia; dan
g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
Peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan
SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (2) huruf b, meliputi :

~a. dokumen pendukung seperti naskah akade-
mis, kajian atau pertimbangan yang mendasa- |

ri terbitnya peraturan, keputusan atau kebi-
jakan;

b. masukan dari berbagai pihak atas peraturan,
keputusan atau kebijakan;

c. risalah rapat dari proses pembentukan per-
aturan, keputusan atau kebijakan;

d. rancangan peraturan, keputusan atau kebi-
jakan;

e. tahap perumusan peraturan, keputusan atau
* kebijakan; dan

f. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang
telah diterbitkan.

informasi  tentang

organisasi, administrasi,

kepegawaian dan keuangan sebagaimana dimak- ;

sud dalam Pasnl 9 ayat (2} huruf d, meliputi :

a. pedoman pengelolaan organisasi, administra-
si, personil dan keuangan;

b. profil lengkap pimpinan dan pegawai meliputi

nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pen- |

didikan, penghargaan dan sanksi berat yang
pernah diterima;

¢. anggaran SKPD/UKPD secara umum maupun |

anggaran secara khusus unit pelaksana teknis
serta laporan keuangannya; dan

d. data statistik yang dibuat dan dikelola cleh
SKPD/UKPD.

Pasal 11

Penyampaian daftar informasi publik seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat {1), dilakukan
oleh setiap SKPD/UKPD dengan menggunakan format

s e g s
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yang tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan
Gubernur ini.

(1)

(2)

{1)

(2)

(3)

(1}

{2)

(3)

Bagian Ketiga
Informasi yang Dikecualikan
Pasal 12

Setiap SKPD/UKPD membuka akses infromasi
publik bagi setiap pemohon informasi publik, ke-
cuali informasi yang dikecualikan.

Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan per-
aturan perundang-undangan mengenai keterbu-
kaan infarmasi publik.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengecualian Informasi Publik
Pasal 13

Tata cara pengecualian informasi publik, meliputi:
a. inventarisasi informasi yang dikecualikan ber-

dasarkan usulan dari setiap SKPD/UKPD; dan
b. pengujian mengenai konsekuensi yang timbul

apabila suatu Informasi diberikan serta diper-

timbangkan secara seksama dan penuh kete-

litian sebelum menyatakan informasi publik

sebagai informasi publik yang dikecualikan.
Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b disertai dengan alasan se-
cara jelas dan tegas pada undang-undang yang
menyatakan suatu informasi waijib dirahasiakan.
Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi se-
bagaimana dimaksud pada ayat {1} hurut b, di-
larang mempertimbangkan alasan pengecualian
selain hal-hal yang diatur dalam ketentuan per-
aturan perundang-undangan mengenai keterbu-
kaan informasi publik.

Pasal 14
Informasi 'yang dikecualikan dalam suatu salinan
dokumen informasi publik yang akan diberikan
kepada publik dikaburkan atau dihitamkan.

Pengecualian sebagian informasi dalam suatu’

salinan informasi publik tidak dapat dijadikan se-
bagai alasan untuk mengecualikan akses publik
terhadap keseluruhan salinan informasi publik.
Dalam melakukan penghitaman atau pengaburan
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus diberikan alasan pada masing-masing hal
yang dihitamkan atau dikaburkan.

Pasal 1%
Tata cara pengecualian informasi publik se-

bagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, |
dilaksanakan sesuai dengan alur mekanisme yang ter- |
cantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Gubernur

ini.

(1)

(2)

(1)

{2)

(3}

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

BAB V
PPID
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16
Untuk mengelola layanan informasi publik di ling-
kungan Pemerintah Daerah dibentuk PPID.
PPID sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dalam
melaksanakan pengelolaan layanan informasi
publik, terdiri dari;
a. PPID Provinsi; dan
b. PPID pada SKPD/UKPD.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID
sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 16 dibantu
oleh Tim Pertimbangan.

Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas untuk membahas,
menyelesaikan dan memutuskan keberatan atas
pefayanan informasi pada PPID.

Bagian Kedua
PPID Provinsi
Pasal 18

PPID Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat {2), huruf a, dijabat oleh Kepala SKPD
yang membidangi komunikasi dan informasi dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah.
PPID Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibantu oleh Bidang/Subbidang/SKPD/UKPD
lain yang memiliki tugas dan fungsi dalam pen-
gelofaan informasi, dokumentasi dan arsip, pelay-
anan informasi dan pengaduan atau penyelesaian -
sengketa informasi publik.
Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau
petugas informasi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 19
PPID Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 dibantu oleh PPID pada SKPD/UKPD.
Penetapan struktur PPID Provinsi sebagaimana
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(4)

{1)

{2)
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dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.

Bagian' Ketiga
PPID pada SKPD/UKPD
Pasal 20

PPID pada SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 ayat {2) huruf b dibentuk untuk

membantu PPID Provinsi dalam pelayanan infor-
masi publik dan dokumentasi pada setiap SKPD/

UKPD.

PPID pada SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1} yang berada, di :

a. Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu melekat pada Sekretaris
Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;

b. Inspektorat/Badan/Dinas/Kecamatan/Kelura-
han melekat pada Sekretaris;

c. Sekretariat DPRD/Satuan Polisi Pamong Praja/
Biro melekat pada Kepala Bagian/Bidang;

d. RSUD/RSKD/Sekretariat DP KORPR! melekat
pada Kepala Bagian Umum; dan

e. UKPD melekat pada Kepala Subbagian yang
mengelola ketatausahaan, data, informasi dan
dokumen. X

PPID pada SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibantu oleh Bidang/Subbidang/

Bagian/Subbagian/Seksi lain yang memliki tugas

dalam pengelolaan informasi, dokumentasi dan

arsip atau pelayanan informasi.

Penetapan struktur PPID pada SKPD/UKPD se-

bagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan

dengan Keputusan Kepala SKPD/UKPD.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab, Tugas-dan Wewenang
Paragraf 1
Tanggung Jawab
Pasal 21
PPID Provinsi bertanggung jawab mengoordina-
sikan penyimpanan, pendokumentasian, penyedi-
aan layanan dan pengumuman seluruh informasi
publik di SKPD/UKPD yang dapat diakses oleh
publik sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.
PPID pada SKPD/UKPD bertanggung jawab di
bidang layanan informasi publik yang meliputi
proses penyimpanan, pendokumentasian, pe-
nyediaan pelayanan dan pengumuman informasi
yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ke-
tentuan peraturan perundang-undangan.

Srrefovrs Moveg BROE 1405 038

(3)

(1)

{2)

Informasi publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dikumpulkan dengan cara
pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/
UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemu-
takhiran daftar informasi publik paling sedikit 1
(satu} kali dalam 1 (satu) bulan.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 22

PPID Provinsi mempunyai tugas, yaitu :

a. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan
pengumpulan bahan informasi dan dokumen-
tasi dari PPID pada SKPD/UKTD;

b. menyimpan, mendokumentasikan, menye-
diakan dan memberi pelayanan informasi ke-
pada publik;

¢. melakukan klarifikasi terhadap verifikasi ba-
han informasi publik yang ditakukan oleh PPID
pada SKPD/UKPD;

d. melakukan pemutakhiran informasi dan doku-
mentasi;

e. menyediakan informasi dan dokumentasi un-
tuk diakses oleh pemohon informasi publik;

f. melaksanakan inventarisasi dan melakukan
uji konsekuensi atas informasi yang dikecu-
alikan;

g. melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID
pada SKPD/UKPD

h. melakukan koordinasi dan konsuitasi ke Ke-
menterian Komunikasi dan Informatika dan
Komisi Informasi serta lembaga lainnya yang
berhubungan dengan keterbukaan infolmasi;

i. membuat laporan pelayanan informasi; dan

j. melaksanakan tugas lainnya yang diperintah-
kan oleh Atasan PPID.

PPID pada SKPD/UKPD mempunyai tugas, yaitu :

a. memberikan tayanan informasi kepada publik;

b. menyimpan, mendokumentasikan, menye-
diakan dan memberi pelayanan informasi ke-
pada publik;

¢c. membantu PPID Provinsi
sanakan tugasnya;

d. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
melakukan pemutakhiran informasi dan doku-
mentasi;

f. menyediakan informast dan dokumentasi un-
tuk di akses oleh pemohon informasi publik;

g. melakukan inventarisasi informasi yang dike-
cualikan untuk selanjutnya dilakukan uji kon-
sekuensi;

didalam melak-
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h. membuat laporan pelayanan informasi; dan
i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintah-
kan oleh Atasan PPID.

Paragraf 3
Wewenang
Pasal 23
(1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab-
nya, PPID Provinsi mempunyai wewenang untuk:

a. mengoordinasikan pelayanan informasi publik
pada PPID pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat
fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;

b. menetapkan/menentukan suatu informasi
publik dapat diakses publik atau tidak ber-
dasarkan pengujian tentang konsekuensi;

¢. menolak permohonan informasi publik secara
tertulis apabila informasi publik yang dimohon
termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia
dengan disertai alasan serta pemberitahuan
tentang hak dan tata cara bagi pemohon un-
tuk mengajukan keberatan atas penolakan
tersebut; i

d. menugaskan PPID pada SKPD/UKPD dan/
atau pejabat fungsional dan/atau petugas in-
formasi di bawah wewenang dan koordinasi
PPID Provinsi untuk membuat, memaelihara
dan/atau memutakhirkan daftar informasi
publik secara berkala paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 1 (satu} bu:an;

e. memonitor pengoperasian website PPID pada
SKPD/UKPD dalam menyajikan informasi pub-
lik: dan

f. meminta dan memperoleh informasi dari unit
kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi
cakupan kerjanya.

(2). PPID pada SKPD/UKPD mempunyai wewenang:

a. mengoordinasikan ‘pelayanan informasi publik
pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional
yang menjadi cakupan kerj anya; :

b. menetapkan/menentukan suatu informasi
publik dapat diakses publik atau tidak ber-
dasarkan pengujian tentang konsekuensi;

c. menolak permohonan informasi publik secara
tertulis apabila informasi publik yang dimohon
termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia
dengan disertai alasan serta pemberitahuan
tentang hak dan tata cara bagi pemohon in-
formasi publik untuk mengajukan keberatan
atas penolakan tersebut;

d. membuat, memelihara dan/atau memutakhir-
kan daftar informasi publik secara berkala pal-

ing sedikit 1 (satu} kali dalam 1 {satu) bulan;
dan

e. meminta dan memperoleh informasi dari unit
kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi
cakupan kerjanya.

Pasal 24
PPID dalam melaksanakan tanggung jawab,
tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada
Atasan PPID.

: BAB VI
MEKANISME LAYANAN INFORMASI PUBLIK
‘ Bagian Kesatu
Umum
' Pasal 25
(1) Setiap orang berhak memperoleh informasi nublik
dengan cara melihat dan/atau mengetahui infor- .
masi serta mendapatkan salinan informasi publik. |
(2) Pengelolaan layanan informasi publik sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan alur mekanisme yang tercantum dalam
huruf ¢ Lampiran Peraturan Gubernur ini.
(3) PPID memberikan informasi publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melalui :
a. pengumuman; dan
b. permohocnan.

Bagian Kedua
Standar Layanan Informasi Publik
Melalui Pengumuman
Pasal 26
_ PPID Provinsi dan PPID pada SKPD/UKPD wa-
jib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9.

Pasal 27
Pengumuman informasi publik secara berkala
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diumumkan
melalui situs resmi dan/atau papan pengumuman
yang mudah diakses oleh pemohon.

Pasal 28
(1) Informasi yang wajib diumumkan secara serta
merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diu-
mumkan dengan menggunakan bahasa yang mu-
dah dipahami, media yang tenat dan disampaikan
tanpa adanya penundaan.
(2) PPID Provinsi dan PPID pada SKPD/LTKPD meng-
umumkan informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengenai prosedur evakuasi keadaan



(3}

darurat kepada pihak yang berpotensi terkena

dampak dan menyediakan sarana prasarana Dagi

penyebarluasan informasi keadaan darurat,

PPID Provinsi dan PPID pada SKPD/UKPD yang

berwenang memberikan izin dan/atau membuat

perjanjian dengan pihak ketiga terhadap suatu ke-
giatan yang berpotensi mengancam hajat hidup
orang banyak serta ketertiban umum harus :

a. mengumumkan prosedur evakuasi keadaan
darurat kepada pihak yang berpotensi terkena
dampak; dan

b. menyediakan sarana dan prasarana yang
menjadi bagian dari penyebarluasan informasi
keadaan darurat

Bagian Ketiga
Standar Layanan Informasi Publik
Melalui Permohonan
Pasal 29
Seluruh informasi publik yang berada di ling-

kungan Pemerintah Daerah selain informasi yang
dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prose-
dur permohonan informasi publik.

{1

{2)

Fris)

Pasal 30

Permohonan informasi publik dapat diajukan se-

cara tertulis maupun tidak tertulis dan ditujukan

langsung kepada PPID sesuai bidang informasi
yang dibutuhkan.

Pemohon informasi publik yang mengajukan per-

mohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud

pada avyat (1) dilakukan dengan prosedur sebagai
berikut :

a. mengisi formulir permohonan;

b. melampirkan Kartu Tanda Penduduk dengan
ketentuan bagi pemohon atas nama lemba-
ga/organisasi, Kartu Tanda Penduduk yang
dilampirkan adalah Kartu Tanda Penduduk
pimpinan lembaga/organisasi; dan

c. bagi pemohon atas nama lembaga/organisasi,
wajib menyertakan akta riotaris/surat keputu-
san pembentukan lembaga/organisasi.

Formulir permchonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2}, memuat antara lain :

a. nomor pendaftaran yang telah diisi berdasar-
kan nomor setelah permohonan informasi
publik diregistrasi;

b. nama;

c. alamat;

d. pekerjaan;

e. nomor telepon/e-mail;

(1)

(2)

{3)

(1)

{2)

{1

(2)

{1)

{2)

f. rincian informasi yang dibutuhkan;
g. tujuan penggunaan informasi;

h. cara memperoleh informasi; dan

i. cara mendapatkan salinan informasi.

Pasal 31

Apabila dokumen persyaratan sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 30, belum dipenuhi oleh

pemohon informasi publik, maka PPID meminta |
kelengkapan data kepada pemochon dengan men- !

girimkan surat permohonan kelengkapan.

Dalam hal informasi publik yang diminta tidak di- !
kuasai oleh PPID Provinsi atau PPID pada SKPD/
UKPD, maka dapat meniawab dan menyarankan
agar pemohon mengajukan ke PPID pada SKPD/

UKPD lain yang terkait dengan informasi yang
dibutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Contoh format formulir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (3) dan surat permochonan
kelengkapan data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam huruf D dan huruf E
Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 32
Selain mengajukan permohonan secara tertulis
pemohon informasi publik dapat mengajukan per-
mohonan informasi publik secara tidak tertulis.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) harus dicatat dalam formulir permohonan.

Pasal 33
PPID mengoordinasikan pencatatan permohonan
informasi publik dalam register permaohonan.
PPID memastikan formulir permohonan vyar.g
telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda
bukti permohonan informasi publik diserahkan ke-
pada pemohon informasi publik.

Pasal 34

Dalam hal permohonan informasi publik dilakukan
melalui surat elektronik atau pemohon datang
langsung, maka PPID memastikan diberikannya
nemor pendaftaran pada saat permohonan diteri-
ma.

Dalam hal permohonan informasi publik dilakukan
melalui surat atau faksimile atau cara lain yang
tidak memungkinkan bagi SKPD/UKPD untuk
memberikan nomor pendaftaran secara langsung,
maka PPID memastikan nomor pendaftaran dikir-
imkan kepada pemohon bersamaan dengan pen-
giriman informasi publik.
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(1)

(2)

(3)

{1}

(2)

Pasal 35
PPID menyimpan salinan formulir permohonan
yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai
tanda bukti permohonan informasi publik.
Register permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 memuat :

nomor pendaftaran permohonan;
tanggal permohonan;

nama pemohon;

alamat;

pekerjaan;

nomor kontak;

informasi publik yang diminta;

. tujuan penggunaan Informasi;

status informasi untuk mencatat apakah in-

formasi suclah berada di bawah penguasaan

SKPD/UKPD atau telah didokumentasikan;

j. format informasi yang dikuasai;

k. jenis permohonan untuk mencatat apakah
pemohon informasi publik ingin melihat atau
mendapatkan salinan informasi;

I. keputusan untuk menerima, menolak, atau
menyarankan PPID di SKPD/UKPD lain bila
informasi yang diminta berada di bawah ke-
wenangan SKPD/UKPD lain;

m. alasan penolakan bila permohonan informasi
publik ditolak;

n. hari dan tanggal pemberitahuan tertulis serta
pemberian informasi;

o. biaya; dan

p‘. cara pembayaran untuk mendapatkan infor-
masi publik yang diminta.

Format register permohonan sebagaimana dimak-

sud pada ayat (2}, tercantum dalam huruf F Lam-

piran Peraturan Gubernur ini.

S o0 oo oo

Pasal 36

Dalam hal pemohon informasi publik bermaksud

untuk melihat dan mengetahui informasi publik,

maka PPID melakukan hal sebagai berikut :

a. memberikan akses bagi pemohon untuk meli-
hat informasi publik yang dibutuhkan di tem-
pat yang memadai untuk membaca dan/ atau
memeriksa informasi publik yang dimohon;

b. memberikan alasan tertulis apabila permo-
honan informasi publik ditolak; dan

c. memberikan informasi tentang tata cara men-
gajukan keberatan beserta formulirnya bila
dikehendaki.

Dalam hal pefnohon informasi publik meminta

salinan informasi, maka PPID mengoordinasikan

(3)

(4)

(1

(2)

(3}

dan memastikan :

a. pemohon informasi publik memiliki akses un- |

tuk melihat informasi publik yang dibutuhkan
di tempat yang memadai untuk membaca
dan/atau memeriksa informasi publik yang di-
mohon;

b. pemohon informasi publik mendapatkan sali- |

nan informasi yang dibutuhkan;
c. pemberian alasan tertulis apabila permohonan
informasi ditolak; dan i

d. pemberian informasi tentang tata cara

mmgajukan keberatan beserta formulirnya |

bila dikehendaki.

PPID memastikan pemohon informasi publik se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dibantu dalam melengkapi persyaratan seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 30 paling lam-
bat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan informasi
publik diajukan.

PPID memastikan permohonan pemohon |nf0r—
masi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) tercatat dalam register permohonan.

Pasal 37

PPID memberikan pemberitahuan tertulis yang

merupakan jawaban SKPD/UKPD atas setnap per-

mohonan informasi publik.

Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud

pada ayat {1) berisi :

a. informasi publik yang diminta berada di bawah
penguasaannya atau tidak;

b. pemberitahuan kepada SKFPD/UKPD vyang
menguasai informasi yang diminta dalam hal
informasi tersebut tidak berada di bawah pen-
guasaannya;

c. menerima atau menolak permohonan infor-
masi publik berikut alasannya;

d. bentuk informasi publik yang tersedia;
biaya dan cara pembayaran untuk mendapat-
kan informasi publik yang dimohon;

f. waktu yangy dibutuhkan untuk menyediakan

informasi publik yang dimohon;
g. penjelasan atas penghitarnan/pengaburan in-
formasi yang dimohon bila ada; dan
h. penjelasan apabila informasi tidak dapat di-
berikan karena belum dikuasai atau belum di-
dokumentasikan.
Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan informasi publik yang dimohon
disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
sejak permohonan diterima.
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{2)

{3)

(4)

(1)

(2}

Pasal 38
Dalam hal informasi pubiik yang dimohon diberi-
kan baik sebagian atau seluruhnya pada saat per-

mohonan dilakukan, maka PPID menyampaikan -

pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat {1) bersamaan dengan infor-
masi publik yang dimohon.

Apabila informasi publik yang dimohon, dipu-
tuskan untuk diberikan baik sebagian atau selu-
ruhnya namun tidak disampaikan pada saat per-
mohonan dilakukan, maka PPID menyampaikan
pemberitahuan tertulis dan informasi publik yang
dimohon kepada pemohon informasi sesuai den-
gan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (3).

Dalam hal permohonan informasi publik ditolak,
maka PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis
bersamaan dengan surat tanggapan tertulis PPID
tentang penolakan permchonan informasi.

Surat tanggapan tertulis PPID sebagaimana di-
maksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :

a. nomor pendaftaran;

b. nama;

¢. alamat;

d. pekerjaan;
e

f

9

(1

tanggapan tertulis PPID sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 38 ayat (4),
tercantum dalam huruf G Lampiran Peraturan Gu-
bernur ini.

BAB VI
PENGELOLAAN KEBERATAN
Bagian Kesatu
Pengajuan Keberatan

Pasal 40
Pemohon informasi publik berhak méngajukan ke-
beratan dengan alasan sebagai berikut :
a. terdapat penolakan atas permohonan infor-

masi publik;

b. tidak disediakannya informasi berkala; .

¢. tidak ditanggapinya permohonan informasi

publik;

d. permohonan informasi publik ditanggapi tidak

sesuai dengan yang diminta;

e. tidak dipenuhinya permohonan informasi pub-
lik;

f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

g. penyampaian informasi publik melebihi waktu
sebagaimana diatur dalam Peraturan Guber-
nur ini. :

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud

nomor telepon/email; (2)
informasi yang dibutuhkan; pada ayat (1) ditujukan kepada Atasan PPID me-
. tanggapan pengecualian dan penolakan infor- lalui PPID.
masi; (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud
h. alasan pengecualian; dan pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain
i. konsekuensi yang diperkirakan akan timbul yang cakap di hadapan hukum.
apabila informasi dibuka dan diberikan kepada
pemohon informasi. Pasal 41
(1) PPID mengumumkan ‘tata cara pengelolaan ke-
) Pasal 39 beratan disertai dengan nama, alamat dan nomor
Permohonan informasi yang tidak disampaikan kontak.
secara langsung atau metalui surat elektronik, no- {2) PPID dapat menggunakan sarana komunikasi yang
mor pendaftaran disampaikan bersamaan dengan efektif dalam menerima keberatan sesuai dengan
pemberitahuan tertulis. kemampuan sumber daya yang dimilikinya.
Dalam hal PPID belum menguasai atau mendoku-
mentasikan infarmasi publik yang dimohon dan/ Bagian Kedua
atau belum dapat memutuskan apakah informasi Registrasi Keberatan
yang dimohon termasuk informasi publik yang Pasal 42
dikecualikan, maka PPID memberitahukan per- (1) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara
panjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh
alasannya. PPID.
Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan
(2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja secara tidak tertulis, maka PPID membantu
sejak jangka waktu penyampaian pemberitahuan pemohon informasi publik yang mengajukan ke-
tertulis dan tidak dapat diperpanjang. beratan atau pihak yang menerima kuasa untuk
Bentuk surat pemberitahuan tertulis dan surat mengisikan formulir keberatan dan kemudian
uainoss News 905/ fo- 1D 3018
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| {4)

(5)

(1

(2)
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PENGUM

memberikan nomor registrasi pengajuan ke-

beratan. ‘

Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit memuat :

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;

b. nomor pendaftaran permohonan informasi
publik;

¢. tujuan penggunaan informasi publik;

d. identitas lengkap pemohon informasi publik
yang mengajukan keberatan;

e. identitas kuasa pemohon informasi publik
yang mengajukan keberatan bila ada;

f. alasan pengajuan keberatan;

g- - kasus posisi permohonan informasi publik;

h. waktu pemberian tanggapan atas keberatan
yang diisi oleh petugas;

i. nama dan tanda tangan pemohon informasi
publik yang mengajukan keberatan; dan

j- nama dan tanda tangan petugas yang meneri-
ma pengajuan keberatan.

PPID memberikan salinan formulir keberatan seb-

agaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemo-

hon informasi publik yang mengajukan keberatan

atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan

keberatan.

Format formulir keberatan sebagaimana dimak-

sud pada ayét {3) tercantum dalam huruf H Lam-

piran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 43

PPID mencatat pengajuan keberatan dalam regis-

ter keberatan,

Register keberatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit memuat :

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;

b. tanggal diterimanya keberatan;

¢. identitas lengkap pemochon informasi pub-
lik dan/atau kuasanya yang mengajukan ke-
beratan; E

d. nomor pendaftaran permohonan informasi
publik;

e. informasi publik yang diminta;

f. tujuan penggunaan informasi;

g. alasan pengajuan keberatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai keterbukaan informasi publik;

h. keputusan Atasan PPID;

i. bhari dan tanggal pemberian tanggapan atas
keberatan;

j. nama dan posisi Atasan PPID: dan

k. tanggapan pemochon informasi.

(3)

(1)

(2)

Format register keberatan sebagaimana dimaksud |
pada ayat (1} tercantum dalam huruf | Lampiran
Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tanggapan Atas Keberatan
Pasal 44

Atasan PPID memberikan surat tanggapan tertu-
lis yang disampaikan kepada pemohon informasi
publik yang mengajukan keberatan atau pihak
yang menerima kuasa paling lambat 30 (tiga pu-
luh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan
dalam register keberatan.

Surat tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memuat : '

a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas ke-
beratan;

b. nomor surat tanggapan atas keberatan:

c. tanggapan/jawaban tertulis Atasan PPID atas
keberatan.yang diajukan;

d. perintah Atasan PPID atas tanggapan/jawa-
ban tertulis Atasan PPID kepada PPID untuk |
memberikan sebagian atau seluruh Informa-
si Publik yang diminta dalam hal kebératan
diterima; dan

e. jangka waktu pelaksanaan perintah seb-
agaimana dimaksud pada huruf d.

Pasal 45
Tata cara pengajuan keberatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 43
dilaksanakan sesuai dengan alur mekanisme yang
tercantum dalam huruf J Lampiran Peraturan Gu-
bernur ini.

(1)

(2)

ke Pasal 46
Dalam hal pemohon informasi publik tidak puas
terhadap tanggapan atas keberatan dari Atasan
PPLD, maka pemohon informasi publik dalam
waktu 14 (empat belas) hari kerja dapat men- |
gajukan permochonan sengketa informasi publik |
kepada Komisi Informasi.
Dalam hal permohonan pemohon infeimasi publik
tidak ditanggapi oleh Atasan PPID paling lambat
30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1),
maka pemochon informasi publik dalam waktu
14 (empat belas) hari kerja dapat mengajukan
permohonan sengketa informasi publik kepada |
Komisi Informasi.
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| (1) Apabila terjadi sengketa informasi publik seb-,

{2)

(3)

Pasal 47

agaimana dimaksud dalam Pasal 45, maka atasan

PPID'mengikuti‘seluruh proses penyelesaian sen- |

gketa informasi publik di Komisi Informasi.
Dalam hal Atasan PPID didampingi atau oleh kua-
sa, maka harus disertai dengan surat kuasa.
Format surat kuasa sebagaimana dimaksud pada

ayat {2) tercantum dalam huruf K Lampiran Per- |

aturan Gubernur ini.

BAB VIl

PERSONIL DAN KEBUTUHAN PERALATAN KERJA

(1)

(2}

(1)

Bagian Kesatu
Personil
Pasal 48

PPID Provinsi dan PPID pada SKPD/UKPD dibantu

oleh pejabat fungsional dan/atau petugas infor-

masi sesuai dengan kebutuhan.

Tugas pejabat fungsional dan/atau petugas infor-

masi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seb-

agai berikut : ,

a. mengoordinir tugas front office, back office
dan desk register layanan akses internet;

b. mendampingi Tim Pertimbangan, Atasan PPID
dan PPID jika terjadi sengketa informasi pub-
lik;

c. menerima permintaan informasi dari masyara-
kat dan melakukan back up data;

d. membantu penerimaan data dan mengupdate
data di internet atas informasi yang sesuai
dengan daftar informasi publik; dan

e. mempersiapkan data yang diminta oleh pemo-
hon informasi.

Bagian Kedua
Kebutuhan Peralatan Kerja
Pasal 49
Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas
PPID dibutuhkan peralatan kerja antara lain :
desk layanan informasi publik;
komputer/laptop/notebook;
akses internet;
meja;
kursi;
faksimile;
telepon,
filling kabinet;

PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH

L2

(3)

{4}

i. surat permchonan kelengkapan data;
j. formulir permohonan informasi;
k. register permohonan informasi publik;
. surat pemberitahuan tertulis;
. surat keputusan penolakkan;
formulir keberatan;
register keberatan;
daftar informasi publik;dan
papan pengumuman.
Untuk mengelocla informasi publik secara baik dan

o) e D) B

efisien, SKPD/UKPD membangun dan mengem- -

bangkan sistem informasi dan dokumentasi yang
dapat diakses dengan mudah.

Sistem dan informasi sebagaimana dimaksud |
pada ayat (2} dikoordinasikan oleh SKPD/UKPD

yang membidangi komunikasi dan informasi.

Pemohon informasi dapat menggunakan fasilitas i

personal computer yang terkoneksi dengan inter-
net yang disediakan oleh PPID.

BAB IX
WAKTU PELAYANAN
Pasal 50
Pelayanan informasi publik dilaksanakan se-

tiap hari kerja dari hari Senin sampai dengan hari
Jumat dari pukul 10.60 sampal dengan pukul 15.00
dengan waktu istirahat sebagai berikut : '

a.

b.

(1)

(2)

(3)

(4)

hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 12.00
sampai dengan pukul 13.00; dan

hari Jumat pukul 11.30 sampai dengan pukul
13.30.

BAB X
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 51 -
PPID pada SKPD/UKPD memberikan laporan ke-
pada PPID Provinsi secara berkala setiap 1 (satu)
bulan atau sesuai kebutuhan.
PPID . pada SKPD/UKPD memberikan laporan
tentang pelaksanaan tugasnya kepada Atasan
PPID.
PPID Provinsi memberikan laporan tentang pelak-
sanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekre-
taris Daerah.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
memuat :
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b4

_ : : PENGUMUMAN fPRATURANAH '

(1)

(2)

(1}

(2)

(3)

(4)

(5)

data mengenai permohonan informasi;

tindak lanjut permohonan informasi;

progres pemenuhan informasi;

jumlah permohonan informasi yang ditolak be-
serta alasan; dan

€. progres penolakan informasi, yaitu berlanjut
kepada Atasan PPID, Komisi Informasi atau
Pengadilan.

a0 o

Bagian Kedua
Monitoring dan evaluasi
Pasal 52

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
layanan informasi publik oleh PPID dilakukan oleh
Komisi Informasi.

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gu-
bernur dan diumumkan kepada publik.

BAB Xl
PEMBIAYAAN

Pasal 53
Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
PPID dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran masing-masing SKPD/UKPD,
Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan keuangan nega-
ra/daerah.
Penyediaan dan pemberian pelayanan informasi
publik kepada pemohon informasi tidak dipungut
biaya.
Dalam hal pemohon bermaksud melakukan peng-
gandaan atau perekaman informasi publik, maka
pemohon informasi dapat melakukan penggan-
daan atau perekaman dengan menggunakan bi-
aya sendiri di sekitar lokasi PPID bersama petu-
gas layanan informasi PPID atau menyediakan
CD/VCD/Flashdisk untuk perekaman data infor-
masi publik.
Dalam hal pemohon ingin mendapatkan salinan
informasi melalui pengiriman jasa pos dan jasa
kurir dikenakan biaya pos dan biaya kurir sesuai
dengan ketentuan biaya pada kantor jasa pos dan
kantor jasa kurir.

BAB XlI

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 54

!

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan in-

formasi publik, PPID menggunakan kop naskah dinas
atas nama Kepala SKPD/UKPD.,

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal b5
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai ber-
laku maka Peraturan Gubernur Nomor 48 tahun 2013
tentang Layanan Informasi Publik dicabut dan din-
yatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2016
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggat 19 September 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 12117

Catatan Redaksi :
- Karena Alasan Teknis, Lampiran Tidak Dimuat.
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